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 Abstract: Kecamatan Wanea Kota Manado menghadapi 
tantangan dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam tiga tahun 
terakhir, meskipun jenis pajak ini memiliki potensi besar pada 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengelolaan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD Kota 
Manado dalam pelaksanaan PBB-P2. Menggunakan pendekatan 
kualitatif, dan pengumpulan data ditempuh melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data 
menggunakan model analisis interaktif dengan aktivitas reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 terkendala oleh 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 
masalah administrasi seperti domisili wajib pajak yang sudah 
pindah, menyebabkan petugas sulit menghubungi, Kondisi sosial 
ekonomi masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan ada 
masyarakat yang terlambat membayar pajak; peran apparat baik 
pegawai Dinas Pendapatan Daerah, pihak kecamatan dan 
kelurahan yang kurang dalam sosialisasi aktif kepada 
masyarakat.  serta strategi inovasi pemerintah dalam 
kontribusinya meningkatkan realisasi pajak untuk  PAD Kota 
Manado. Pemerintah dengan memberi Rekomendasi mencakup 
penguatan sosialisasi, peningkatan kepercayaan publik melalui 
transparansi penggunaan pajak, serta optimalisasi sistem 
pelayanan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penerimaan. 
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PENDAHULUAN  

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
mengelola berbagai aspek pemerintahan, termasuk sumber daya keuangan. Hal ini bertujuan 
agar setiap daerah dapat mengembangkan potensi dan kemandirian dalam mendukung 
pembangunan. Salah satu elemen penting dalam mendukung kemandirian tersebut adalah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi sumber pembiayaan utama yang diperoleh dari 
berbagai komponen, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. 
Pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 
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memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD, termasuk di Kecamatan Wanea, Kota Manado 
[1], [2], [3]. 

PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau 
pemanfaatan bumi dan bangunan oleh individu maupun badan. Pajak ini berpotensi besar 
sebagai sumber PAD karena jumlah wajib pajaknya yang cukup banyak. Namun, di 
Kecamatan Wanea, realisasi penerimaan PBB-P2 belum mencapai target selama beberapa 
tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa persentase realisasi pajak mengalami tren 
penurunan dari 65,21% pada 2021 menjadi 57,68% pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya 
kendala dalam pengelolaan PBB-P2 yang memerlukan perhatian serius. 

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan PBB-P2 di Kecamatan Wanea adalah 
rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak. Banyak wajib pajak 
yang kurang memahami bahwa pajak merupakan kontribusi yang diperlukan untuk 
pembangunan daerah. Ketidaktahuan ini menyebabkan sebagian wajib pajak tidak 
memprioritaskan pembayaran pajak mereka, sehingga memengaruhi realisasi penerimaan 
PBB-P2. 

Selain itu, masalah administrasi juga menjadi tantangan besar. Banyak wajib pajak 
yang pindah domisili tanpa memperbarui data mereka di sistem administrasi pajak, sehingga 
menyulitkan proses penagihan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem 
pencatatan dan pelacakan wajib pajak. Sistem administrasi yang kurang efektif ini 
berdampak pada menurunnya efisiensi pengelolaan pajak [4], [5]. 

Faktor sosial ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi kinerja PBB-P2. 
Ketimpangan ekonomi yang ada menyebabkan beberapa wajib pajak tidak mampu 
membayar pajak tepat waktu, atau bahkan tidak membayarnya sama sekali. Pemerintah 
perlu mempertimbangkan mekanisme yang lebih inklusif, seperti skema keringanan pajak 
atau program subsidi untuk kelompok masyarakat tertentu, guna meningkatkan kepatuhan 
pajak [6], [7]. 

Peran aparat pemerintah, termasuk pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan petugas 
di kecamatan serta kelurahan, juga memegang peranan penting. Saat ini, kurangnya 
sosialisasi aktif menjadi hambatan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. 
Program edukasi yang efektif mengenai pentingnya pajak serta manfaatnya bagi 
pembangunan daerah perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami kewajibannya 
[8], [9]. 

Dalam pengelolaan PBB-P2, penerapan teknologi dan inovasi dalam sistem pelayanan 
dapat menjadi solusi yang relevan. Digitalisasi sistem pajak, seperti aplikasi pembayaran 
daring, akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pendekatan ini 
juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pajak, sehingga mampu 
mendorong peningkatan penerimaan. 

Program penghargaan bagi wajib pajak yang taat juga dapat menjadi salah satu 
strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Program semacam ini dapat 
memberikan insentif kepada wajib pajak, sekaligus membangun hubungan yang lebih baik 
antara pemerintah daerah dan masyarakat [10], [11]. 

Potensi pajak daerah di Kota Manado, termasuk PBB-P2, sangat besar. Beberapa jenis 
pajak yang dikelola pemerintah daerah mencakup pajak penerangan jalan, pajak reklame, 
pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya 
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dimanfaatkan secara maksimal. Dinas Pendapatan Daerah bersama pemerintah Kecamatan 
Wanea memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi pajak ini melalui 
pengelolaan yang lebih baik. 

Dengan melihat data realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2021 hingga 2023, 
tantangan dalam pengelolaan pajak ini membutuhkan langkah-langkah strategis. Perbaikan 
administrasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan inovasi dalam pelayanan pajak 
adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara alamiah sesuai 
dengan kondisi yang ada di lapangan. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk memahami 
dan menjelaskan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Wanea secara 
komprehensif, berdasarkan data yang dihimpun langsung dari sumber terpercaya. 
Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu-isu yang dihadapi dalam 
pelaksanaan PBB, serta memberikan gambaran yang autentik atas permasalahan yang diteliti 
[12], [13]. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer 
mencakup informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, 
seperti pimpinan dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah, Camat Wanea, Lurah, serta Kepala 
Lingkungan di Kecamatan Wanea. Data ini diperoleh melalui komunikasi langsung dengan 
para informan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan informasi yang relevan. 
Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
pengelolaan PBB di Kota Manado, seperti laporan keuangan, peraturan daerah, dan arsip lain 
yang mendukung penelitian [14], [15]. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan kunci untuk 
menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait pengelolaan PBB. Teknik observasi 
digunakan untuk mengamati langsung proses dan aktivitas yang terkait dengan 
implementasi PBB di lapangan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 
data pendukung berupa dokumen resmi, laporan, atau arsip yang relevan [16], [17]. 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berupaya memastikan validitas data 
dengan menggunakan berbagai teknik triangulasi. Data yang diperoleh melalui wawancara 
diverifikasi dengan observasi lapangan dan dokumen pendukung untuk memastikan 
keakuratan dan konsistensinya. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 
utuh dan menyeluruh mengenai pengelolaan PBB di Kecamatan Wanea [18], [19]. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif 
(interactive model of analysis) yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan 
memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berlebihan 
dihilangkan untuk menyederhanakan proses analisis. Reduksi data membantu peneliti untuk 
lebih fokus pada isu-isu utama yang berkaitan dengan pengelolaan PBB [20], [21]. 

Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun 
secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram. Penyajian data ini memudahkan 
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peneliti untuk memahami pola, hubungan, dan temuan utama yang muncul dari data. Dengan 
penyajian yang terstruktur, analisis menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga dapat 
memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait pengelolaan PBB [22], [23]. 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti membuat interpretasi 
berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan ini tidak hanya merangkum temuan 
utama, tetapi juga memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang 
memengaruhi pengelolaan PBB di Kecamatan Wanea. Proses ini dilakukan secara iteratif, 
sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan mewakili keseluruhan data [24], [25], 
[26]. 

Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran mendalam dan 
terperinci mengenai pengelolaan PBB di Kecamatan Wanea. Teknik pengumpulan dan 
analisis data yang digunakan memastikan bahwa hasil penelitian dapat menggambarkan 
kondisi nyata yang ada di lapangan, sekaligus memberikan wawasan baru untuk perbaikan 
pengelolaan PBB di masa mendatang. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan PBB-P2 di Kecamatan Wanea Kota Manado 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun 
badan. Menurut teori perpajakan, pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan 
tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak PBB-P2 
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan bangunan 
atau memperoleh manfaat darinya. Pelaksanaan PBB-P2 melibatkan koordinasi antara 
pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintahan kelurahan/desa untuk 
menjamin kelancaran proses pemungutannya. 

Proses pelaksanaan PBB-P2 mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, 
pendataan dan penilaian objek pajak, penetapan besarnya pajak terutang, hingga 
pembayaran dan pengawasan. Berdasarkan teori administrasi perpajakan, kegiatan 
pemungutan pajak adalah rangkaian kegiatan sistematis yang mencakup penghimpunan data 
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, hingga penagihan dan 
pengawasan terhadap pembayaran pajak. Setiap tahapan tersebut memerlukan sistem 
administrasi yang efisien dan transparan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak dapat 
dimaksimalkan. 

Di Kecamatan Wanea, pelaksanaan PBB-P2 lebih berfokus pada pemutakhiran 
database wajib pajak daripada melakukan pendaftaran ulang. Penetapan pajak dilakukan 
berdasarkan data yang telah diperbarui, dan pembayaran dilakukan setelah wajib pajak 
menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sesuai dengan prinsip administrasi 
modern, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk petugas pemungut, 
tempat pembayaran resmi, dan platform elektronik. 

Koordinasi antarunit dalam pelaksanaan PBB-P2 telah dilakukan menggunakan grup 
WhatsApp. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori komunikasi organisasi, di mana 
teknologi digital digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi. 
Namun, kendala komunikasi tetap terjadi, seperti informasi dari tingkat pusat yang tidak 
selalu tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan 
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perlunya mekanisme komunikasi formal yang lebih terstruktur untuk memastikan 
kesinambungan informasi di semua tingkatan. 

Sistem dan prosedur pelaksanaan PBB-P2 di Kecamatan Wanea telah menggunakan 
aplikasi pajak yang terintegrasi untuk memproses seluruh jenis pajak daerah. Pendekatan ini 
mencerminkan modernisasi administrasi perpajakan, yang bertujuan meningkatkan 
efisiensi dan transparansi. Namun, pelaksanaan sistem ini masih terkendala oleh masalah 
teknis seperti gangguan koneksi internet, yang menghambat kelancaran proses administrasi 
pajak [27], [28], [29]. 

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan PBB-P2 melibatkan resistensi masyarakat 
dalam memberikan data yang diperlukan untuk pendataan objek pajak. Menurut teori 
partisipasi publik, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan 
masyarakat. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan 
perpajakan menyebabkan resistensi yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 
[30], [31], [32]. 

Keluhan masyarakat terkait besarnya pajak yang ditetapkan juga menjadi tantangan 
dalam pelaksanaan PBB-P2. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi antara 
pemerintah dan masyarakat, yang dapat dijelaskan melalui teori persepsi publik. Masyarakat 
cenderung merespons negatif terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai 
dengan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi 
dan transparansi terkait penetapan pajak untuk membangun kepercayaan dan 
meningkatkan pemahaman masyarakat. 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, petugas di Kecamatan Wanea telah 
berupaya menjelaskan kepada masyarakat tentang proses penetapan pajak. Pendekatan ini 
sesuai dengan teori sosialisasi kebijakan, yang menekankan pentingnya edukasi publik 
sebagai bagian dari implementasi kebijakan. Dengan meningkatkan pemahaman 
masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan 
[32], [33], [34]. 

Pelaksanaan PBB-P2 di Kecamatan Wanea menunjukkan pentingnya integrasi antara 
teknologi, komunikasi, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Penggunaan aplikasi 
pajak terintegrasi merupakan langkah maju dalam modernisasi administrasi perpajakan. 
Namun, untuk mengatasi hambatan yang ada, diperlukan peningkatan infrastruktur, 
mekanisme komunikasi yang lebih formal, serta pendekatan yang lebih inklusif dan persuasif 
kepada masyarakat. 

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pelaksanaan PBB-P2 di Kecamatan 
Wanea dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, 
kecamatan, kelurahan, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan 
kebijakan ini dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak di Kecamatan 
Wanea  

Pajak memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional karena 
menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara. Membayar pajak adalah kewajiban 
sekaligus tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di 
Kecamatan Wanea, masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Informasi tentang PBB-P2 telah 
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disampaikan secara luas melalui pemerintah kelurahan dan kecamatan. Meski demikian, 
kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang terlambat membayar 
pajak meskipun berbagai kemudahan telah disediakan, seperti lokasi pembayaran di bank, 
kantor pos, hingga minimarket terdekat. 

Pemerintah telah berupaya meringankan beban masyarakat dengan menghapuskan 
denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, aplikasi pelayanan pajak 
seperti ATRAKSI-PD Petugas juga diperkenalkan untuk mempermudah masyarakat 
mengakses layanan pajak, mulai dari informasi hingga transaksi pembayaran. Meskipun 
demikian, rendahnya tingkat pembayaran pajak menunjukkan bahwa kebijakan dan inovasi 
yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 
masyarakat. 

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di Kecamatan Wanea adalah 
domisili wajib pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki aset berupa bumi dan bangunan di 
Kecamatan Wanea tetapi berdomisili di luar wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan petugas 
kesulitan dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sehingga 
pembayaran pajak sering kali terlambat. Situasi ini mencerminkan tantangan geografis 
dalam penyampaian layanan perpajakan. 

Akses layanan pajak yang mudah secara geografis dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Dengan menghadirkan layanan pajak keliling atau teknologi berbasis aplikasi, 
kendala dalam pendistribusian SPPT dapat diminimalkan. Strategi ini memungkinkan wajib 
pajak, baik yang berada di dalam maupun luar Kecamatan Wanea, untuk tetap terhubung 
dengan sistem perpajakan secara efisien. 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Wanea menjadi faktor penting yang 
memengaruhi penerimaan pajak. Tingkat pendapatan yang bervariasi, pekerjaan yang tidak 
tetap, dan kesulitan ekonomi menjadi alasan utama masyarakat menunda pembayaran pajak. 
Meskipun masyarakat pada dasarnya bersedia membayar pajak berdasarkan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP), ketidakstabilan ekonomi sering kali menghambat kemampuan mereka untuk 
memenuhi kewajiban tersebut. 

Pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan kebijakan pengurangan PBB bagi 
masyarakat dengan nilai pajak rendah. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat 
yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat membayar pajak tepat waktu. Kebijakan 
semacam ini menunjukkan pentingnya pemahaman pemerintah terhadap faktor sosial 
ekonomi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 

Peran aparat pemerintah di Kecamatan Wanea masih perlu ditingkatkan dalam 
menyosialisasikan kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi yang sporadis dan 
kurang terstruktur menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami prosedur 
perpajakan, termasuk cara mendaftar dan membayar pajak. Pemerintah kecamatan dan 
kelurahan belum optimal dalam memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. 

Kurangnya sistem pemberitahuan yang efektif mengenai jadwal pembayaran pajak 
juga menjadi kendala. Masyarakat cenderung mengandalkan informasi dari ketua lingkungan 
yang tidak memiliki tanggung jawab formal dalam sosialisasi pajak. Optimalisasi teknologi 
informasi, seperti pengingat digital melalui aplikasi, dapat menjadi solusi untuk mengatasi 
masalah ini. 
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Aplikasi pajak seperti ATRAKSI-PD Petugas telah diterapkan untuk mempermudah 
pelayanan pajak di Kota Manado. Aplikasi ini dirancang untuk membantu masyarakat 
mengakses informasi pajak, memperoleh SPPT, dan melakukan pembayaran secara daring. 
Namun, kendala teknis seperti gangguan koneksi internet sering kali menghambat efektivitas 
penggunaannya. 

Pemanfaatan teknologi merupakan langkah strategis dalam modernisasi administrasi 
pajak. Namun, keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada infrastruktur 
pendukung dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena 
itu, peningkatan kapasitas teknis dan edukasi masyarakat menjadi aspek penting yang harus 
diperhatikan [35], [36]. 

Sosialisasi yang efektif memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran 
pajak. Pemerintah Kecamatan Wanea telah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan 
informasi melalui kegiatan masyarakat dan persyaratan administrasi yang mengharuskan 
bukti pembayaran pajak. Namun, strategi ini masih belum cukup untuk mengubah perilaku 
masyarakat secara signifikan [37], [38], [39]. 

Pendekatan yang lebih persuasif diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang 
belum patuh. Pemerintah dapat melibatkan tokoh masyarakat atau organisasi lokal dalam 
program sosialisasi untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap pentingnya pajak [40], [41]. 

Gangguan koneksi internet menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan 
administrasi pajak berbasis teknologi. Keterbatasan infrastruktur ini memengaruhi 
efektivitas penggunaan aplikasi pajak, terutama di wilayah dengan akses internet yang tidak 
stabil. Peningkatan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung 
modernisasi sistem perpajakan. 

Akses layanan publik yang lebih dekat secara geografis dapat meningkatkan 
kepatuhan pajak. Penempatan kantor pajak keliling atau layanan pajak di lokasi strategis di 
Kecamatan Wanea dapat mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan mereka. Strategi ini dapat mengurangi kesenjangan akses layanan antara 
masyarakat yang tinggal di dalam dan luar Kecamatan Wanea. 

Kecamatan Wanea memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Manado, terutama dari sektor properti. Peningkatan jumlah objek pajak di wilayah ini 
memberikan dampak positif terhadap penerimaan PBB. Dana yang diperoleh dari PBB 
digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti perbaikan 
infrastruktur dan peningkatan layanan publik. 

Pemerintah Kota Manado terus berupaya meningkatkan penerimaan PBB melalui 
berbagai kebijakan, seperti penghapusan denda keterlambatan dan pengurangan nilai pajak 
untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. 

Tabel 1. Temuan Penelitian 
Aspek Temuan Tantangan Solusi 

Kesadaran 
Masyarakat 

Pemahaman masyarakat 
cukup baik, tetapi 
pembayaran sering 
terlambat. 

Rendahnya tingkat 
kepatuhan 
pembayaran pajak. 

Sosialisasi lebih 
intensif dan 
persuasif. 
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Domisili Banyak wajib pajak 
tinggal di luar 
Kecamatan Wanea. 

Kesulitan 
pendistribusian SPPT 
kepada wajib pajak. 

Layanan pajak 
keliling atau 
sistem daring. 

Kondisi 
Sosial 
Ekonomi 

Beragam pendapatan 
memengaruhi 
kemampuan membayar 
pajak. 

Ketidakstabilan 
ekonomi masyarakat. 

Pengurangan nilai 
pajak untuk 
kelompok rentan. 

Peran Aparat Sosialisasi belum 
optimal, informasi 
terbatas pada ketua 
lingkungan. 

Kurangnya koordinasi 
dan sistem 
pemberitahuan yang 
efektif. 

Optimalisasi 
teknologi 
informasi. 

Teknologi Aplikasi ATRAKSI-PD 
Petugas mempermudah 
akses pajak. 

Gangguan koneksi 
internet menghambat 
implementasi. 

Peningkatan 
infrastruktur 
digital. 

Kontribusi 
terhadap PAD 

PBB menjadi salah satu 
sumber utama 
pendapatan Kota 
Manado. 

Rendahnya realisasi 
pembayaran pajak. 

Strategi sosialisasi 
dan penegakan 
kebijakan. 

Sumber : Hasil Analisis Data Kualitatif, Penelitian 2024 
 
KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Wanea memiliki 
pemahaman yang cukup baik tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2), namun tingkat kepatuhannya masih rendah. Salah satu penyebab utama adalah 
kurangnya edukasi berkelanjutan yang mendorong masyarakat untuk secara aktif memenuhi 
kewajiban perpajakan. Selain itu, banyak wajib pajak yang berdomisili di luar Kecamatan 
Wanea, sehingga pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sering 
terhambat. Ketidakstabilan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang signifikan, 
terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap, sehingga pembayaran pajak 
seringkali tertunda. 

Sosialisasi oleh aparat pemerintah terhadap kewajiban perpajakan dinilai belum 
terstruktur dengan baik. Akibatnya, informasi penting terkait PBB-P2 tidak selalu sampai 
kepada masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi 
ATRAKSI-PD Petugas telah membantu mempermudah proses layanan perpajakan. Namun, 
kendala teknis seperti gangguan koneksi internet menjadi hambatan dalam penerapan 
teknologi ini secara maksimal. Perbaikan infrastruktur digital diperlukan untuk 
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perpajakan. 

PBB-P2 memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Manado, khususnya dari sektor properti yang berkembang pesat di Kecamatan Wanea. 
Meskipun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 belum maksimal, mengindikasikan 
perlunya upaya intensif untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan 
pajak. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan potensi 
penerimaan pajak dapat terealisasi secara optimal. 

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 
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pelaksanaan PBB-P2 meliputi peningkatan intensitas sosialisasi dengan melibatkan tokoh 
masyarakat dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Selain 
itu, layanan pajak keliling dapat membantu mengatasi kendala domisili wajib pajak di luar 
Kecamatan Wanea. Pemerintah juga disarankan untuk memperkenalkan program 
pengurangan pajak atau insentif bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi guna 
meningkatkan kepatuhan mereka. Di sisi teknologi, sistem pengingat digital atau 
pemberitahuan berbasis aplikasi dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat 
membayar pajak tepat waktu. 

Untuk memastikan keberlanjutan program, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan 
PBB-P2 harus dilakukan guna mengidentifikasi hambatan dan menyusun langkah perbaikan. 
Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarunit pemerintahan agar informasi 
tentang PBB-P2 tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan. Selain itu, 
penegakan aturan dengan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh harus 
diimbangi dengan edukasi yang menekankan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. 
Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan PBB-P2 di Kecamatan 
Wanea dapat berjalan lebih optimal dan kontribusinya terhadap PAD Kota Manado semakin 
signifikan. 
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